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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

KDRT, pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi dengan 

pertimbangan mengupayakan dan mengutamakan keutuhan rumah tangga 

korban dan pelaku, itu mengapa ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota 

menerima laporan dari pelapor, terlebih dahulu pihak kepolisian Polres 

Bima. Kota upayakan keadilan restoratif bagi keduanya, agar menjadi 

keluarga yang rukun kembali. Namun apabila pelapor tetap ingin untuk 

dilanjutkan, maka akan diproses dan diajukan P-21. 

2. Terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana KDRT, seperti faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari 

individu/seseorang, seperti pada hilangnya barang bukti disebabkan 

pelapor datang melapor setelah satu atau dua minggu kejadian. Lalu 

kemudian hilangnya kabar dari pelapor ketika sudah datang melapor dan 

diberikan surat panggilan. Dan ketika pihak kepolisian Polres Bima Kota 

sudah menindak lanjuti kasus KDRT tersebut ditahap penyidikan, dan 

terlapor sudah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka, pelapor secara 

tiba-tiba mencabut laporannya dengan alasan perselisihannya dengan 

terlapor sudah diselesaikan secara kekeluargaan, artinya disini antara 
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pelapor dan terlapor sudah berdamai. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang asalnya dari luar diri seseorang/individu yang meliputi 

lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat, seperti masyarakat Kota 

Bima merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. 

Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting, dan terkadang rasa 

malu apabila keburukan rumah tangga diketahui oleh banyak orang, sebab 

kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang 

mengalaminya. 

B. Saran 

1. Bagi pihak Kepolisian Polres Bima Kota, harus sering mengadakan 

sosialisasi tentang kadarkum terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga ditiap-tiap wilayah Kota Bima, bekerjasama dengan pemerintah, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan 

melibatkan masyarakat setempat agar memahami bentuk dari kekerasan 

dalam rumah tangga dan sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan dengan adanya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, semua pihak dapat 

memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas 

penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam 

menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban 

kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi 

korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau 
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mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir 

terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat 

masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan. Dan bagi 

masyarakat Kota Bima pada umumnya, agar kiranya pengetahuan terhadap 

tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan-

tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan 

Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, 

menurunkan tindak kekerasan yang terjadi di Kota Bima serta 

meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga, melaporkan setiap kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi, dan tidak menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan hal yang wajar lagi.  
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1 

Gambaran Umum Polres Bima Kota 
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Gambar 2 

Gambaran Umum PPA 
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Gambar 3 

Bersama dengan Kanit PPA 
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